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ABSTRAK

Penelitian ini dilatar belakangi oleh lahirnya Undang-Undang Nomor 21
Tahun 2023 Tentang Ibu Kota Nusantara yang membawa perubahan dalam
pengaturan pertanahan, khususnya mengenai pemberian Hak Guna Usaha (HGU
dan Hak Guna Bangunan (HGB) sedangkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun
1960 Tentang Undang-Undang Pokok Agraria sebagai dasar hukum agraria
nasional. Perbedaan tersebut menimbulkan persoalan mengenai hubungan dan
keberlakuan kedua undang-undang dalam pengaturan pertanahan di wilayah Ibu
Kota Nusantara.

Penelitian ini yang bertujuan untuk mengetahui hubungan antara
Undang-Undang Ibu Kota Nusantara dan Undang-Undang Pokok Agraria dalam
pengaturan Hak Atas Tanah, serta dianalisis menggunakan Asas Lex Specialis
Derogat Legi Generalis terhadap perbedaan dalam pengaturan kedua undang-
undang tersebut. Penelitian ini adalah penelitian hukum yang bersifat normatif,
menggunakan pendekatan berupa peraturan perundang-undangan dan
menggunakan pendekatan konseptual (conceptual approach), pendekatan sejarah
(history approach). Bahan hukum yang digunakan mencakup peraturan
perundang-undangan, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 185/PUU-
XXI1/2024, buku, artikel, serta literatur hukum yang terkait. Analisis yang
digunakan dengan cara kualitatif, yaitu dengan mempelajari hubungan serta
kesesuaian aturan tentang hak atas tanah yang tercantum dalam UUPA dan UU
IKN.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa UUPA adalah dasar hukum utama
dalam sistem hukum agraria nasional, sedangkan UU IKN berperan sebagai
aturan khusus yang mengatur penyelenggaraan Ibu Kota Nusantara, termasuk
dalam bidang pertanahan. Berdasarkan Asas Lex Specialis Derogat Legi
Generalis, ketentuan khusus dalam UU IKN dapat diterapkan terhadap hal-hal
yang secara khusus diatur dalam wilayah Ibu Kota Nusantara, sementara UUPA
tetap menjadi bagian dari kerangka hukum agraria nasional. Dengan demikian,
adanya UU IKN tidak menghilangkan keberlakuan UUPA secara keseluruhan,
melainkan menciptakan hubungan antara ketentuan umum dan ketentuan khusus
yang perlu diharmonisasi. Dalam Putusan Mahkamah Kontitusi Nomor 185/PUU-
XXI1/2024 juga menunjukkan bahwa terdapat ketidaksesuaian antara peraturan
UU IKN dengan peraturan UUPA. Ditinjau dari perspektif maslahah mursalah,
penerapan pengaturan khusus tersebut perlu diarahkan pada kemaslahatan,
terutama dalam memberikan kepastian hukum, perlindungan hak atas tanah, dan
mendukung kepentingan pembangunan IKN tanpa mengabaikan prinsip-prinsip
hukum agraria nasional.

Kata Kunci: Asas Lex Specialis Derogat Legi Generali, Ibu Kota Nusantara,
UUPA, Pengaturan Pertanahan, Kepastian Hukum, Maslahah Mursalah



ABSTRACT

This research is prompted by the enactment of Law Number 21 of 2023
concerning the Nusantara Capital City, which introduces changes to land
regulations—specifically regarding the granting of Cultivation Rights (HGU) and
Building Rights (HGB)—in contrast to Law Number 5 of 1960 concerning Basic
Regulations on Agrarian Principles, which serves as the foundation of national
agrarian law. These differences give rise to issues concerning the relationship
between the two laws and their applicability to land regulation within the
Nusantara Capital City area.

This study aims to examine the relationship between the Nusantara
Capital City Law and the Basic Agrarian Law regarding the regulation of land
rights, analyzing the discrepancies between the two statutes through the
application of the lex specialis derogat legi generalis principle. It is a normative
legal study employing statutory, conceptual, and historical approaches. The legal
materials utilized include legislation, Constitutional Court Decision Number
185/PUU-XXI1/2024, books, articles, and relevant legal literature. A qualitative
analysis is conducted by examining the relationship and alignment of the
regulations concerning land rights as stipulated in the Basic Agrarian Law and
the Nusantara Capital City Law.

Research findings indicate that the Basic Agrarian Law (UUPA) serves
as the primary legal foundation within the national agrarian legal system,
whereas the IKN Law functions as a special regulation governing the
administration of the Nusantara Capital City (IKN), including land-related
matters. Based on the principle of lex specialis derogat legi generali, the specific
provisions of the IKN Law apply to matters specifically regulated within the IKN
territory, while the UUPA remains part of the national agrarian legal framework.
Consequently, the existence of the IKN Law does not entirely negate the
applicability of the UUPA;, rather, it establishes a relationship between general
and specific provisions that requires harmonization. Constitutional Court
Decision Number 185/PUU-XXI1/2024 further highlights inconsistencies between
the IKN Law and the UUPA. Viewed from the perspective of maslahah mursalah
(public interest/benefit), the application of these special regulations must be
directed toward the public good—specifically by ensuring legal certainty,
protecting land rights, and supporting IKN development interests—without
disregarding the principles of national agrarian law.

Keywords: Lex specialis derogat legi generali principle, Nusantara Capital City,
Basic Agrarian Law (UUPA), land regulation, legal certainty, maslahah
mursalah
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MOTTO

Sukses bukanlah final, kegagalan tak terlalu fatal, keberanian untuk

melanjutkannya, yang lebih penting.
(Erzataa)

Dan orang-orang yang bersungguh-sungguh di jalan kami, niscaya kami akan

tunjukkan jalan-jalan kami.

(QS. Al-Ankabut: 69)
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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi adalah pengalihan tulisan dari satu bahasa ke dalam tulisan
bahasa lain. Dalam skripsi ini transliterasi yang dimaksud adalah pengalihan
tulisan Bahasa Arab ke Bahasa Latin. Penulisan transliterasi Arab-Latin dalam
skripsi ini menggunakan transliterasi berdasarkan Surat Keputusan Bersama
Menteri Agama Republik Indonesia dan Menteri Pendidikan dan kebudayaan
Republik Indonesia Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543 b/U/1987. Secara

garis besar uraiannya adalah sebagai berikut:

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab | Nama Huruf Latin Nama
| Alif | Tidak dilambangkan Tidak dilambangkan
< Ba‘ B Be
< Ta‘ T Te
& Sa S es (dengan titik di atas)
z Jim J Je
z Ha“ H ha (dengan titik di bawah)
- Kha* Kh ka dan ha
3 Dal D De
3 Zal Z ze (dengan titik di atas)
) Ra‘ R Er
J Zai Z Zet
o Sin S Es
o Syin Sy es dan ye
Huruf Arab | Nama Huruf Latin Nama
o Sad S es (dengan titik di bawah)
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o= Dad de (dengan titik di bawah)
b Ta‘ T te (dengan titik di bawah)
L Za‘ Z zet (dengan titik di bawah)
& =Ain = koma terbalik di atas
¢ Gain G Ge
- Fa‘ F Ef
S Qaf Q Qi
Sl Kaf K Ka
J Lam L =el
a Mim M =em
o Nun N =en
3 Waw AV w
° Ha‘ H Ha
2 Hamzah = Apostrof
< Ya‘ Y Ye
B. Konsonan Rangkap karena Syaddah
EARTRS ditulis muta’addidah
B ditulis ‘iddah
C. Ta‘ Marbitah di Akhir Kata
1. Bila dimatikan ditulis h
isa Ditulis hikmah
e Ditulis ‘illah

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam

bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki

lafal aslinya).



2. Bila diikuti dengan kata sandang al serta bacaan kedua itu terpisah, maka

ditulis dengan h.

<Ll sl <

Ditulis

Karamah al-Auliya’

3. Bila ta’ marbitah hidup atau dengan harakat fathah kasrah dan dammah ditulis

k) 318 Ditulis Zakat al-Fitr
t atau h.
D. Vokal Pendek
1. — - Fathah ditulis a
2. ——— - Kasrah ditulis i
3. e * e Dammah ditulis u
E. Vokal Panjang
1. Fathah + alif ditulis a
8| SVEN ditulis Istihsan
2. Fathah + ya’ mati ditulis a
S ditulis Unsa
3. Kasrah + ya’ mati ditulis 1
st ditulis al- ‘Alwant
4, Dammah + wawu mati ditulis 0|
asle ditulis ‘Uliim
I. Vokal Rangkap
1. Fathah + ya’ mati ditulis ai
PR e ditulis Gairihim
2. Fathah + wawu mati ditulis au
Js ditulis Qaul

II. Vokal Pendek yang ber Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan
Apostrof



3
we

il ditulis a’antum

e ditulis w’iddat

A S oAl ditulis la’in syakartum

III. Vokal Pendek yang ber Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan

Apostrof

a. Bila diikuti huruf Qamariyyah
Ol Al ditulis Al-Qur’an
ol ditulis al-Qiyas

b. Bila ditkuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf
Syamsiyyah yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf1 (el) nya.
Al ditulis ar-Risalah
e Luail) ditulis an-Nisa’

IV. Penulisan Kata-Kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.
iU Jal ditulis Ahl ar-Ra’yi
) Jal ditulis Ahl as-Sunnah
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BABI
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Ibu Kota Negara (IKN) memiliki kedudukan penting sebagai pusat
pemerintahan, simbol identitas nasional, dan representasi kedaulatan suatu
negara. Dalam rangka mewujudkan pemerataan pembangunan nasional serta
mengurangi beban jakarta sebagai pusat pemerintahan dan ekonomi,
Pemerintah Indonesia menetapkan pemindahan Ibu Kota Negara ke wilayah
Kalimantan Timur melalui Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang
Ibu Kota Negara yang kemudian direvisi menjadi Undang-Undang Nomor
21 Tahun 2023 tentang Ibu Kota Nusantara. Pembangunan IKN dirancang
sebagai kota berkelanjutan yang modern, inklusif, serta menjadi penggerak

pertumbuhan ekonomi baru di Indonesia.'

Dalam implementasinya, pengaturan mengenai pertanahan dalam
UU IKN menimbulkan berbagai permasalahan yuridis, khususnya terkait
dengan penguasaan dan pemberian hak atas tanah yang menjadi isu krusial.
Tanah sebagai salah satu sumber daya strategis memiliki peran yang sangat
penting dalam pembangunan IKN, baik untuk kepentingan infrastruktur
dasar, investasi swasta maupun publik, maupun pengembangan kawasan
ekonomi yang terintegrasi. Pengaturan mengenai hak atas tanah harus
selaras dengan prinsip-prinsip hukum agraria nasional yang telah mapan.
Dalam konteks hukum agraria Indonesia, pengaturan mengenai hak atas
tanah, termasuk Hak Guna Usaha (HGU) diatur secara rinci dalam Undang-
Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok
Agraria (UUPA).2

! Vice Admira Firmaherera dan Adi Lazuardi, “Pembangunan Ibu Kota Nusantara:
Antisipasi Persoalan Pertanahan Masyarakat Hukum Adat,” Jurnal Studi Kebijakan Publik, Vol.
1:1, (30 November 2022), him.71.

2 Wahyu Firmansyah dan Sri Wahyu Handayani, “Analisis Putusan Mahkamah
Konstitusi Nomor 185/Puu-Xxii/2024 Terhadap Pengaturan Hak Atas Tanah Di Ibu Kota Negara

1



Di sisi lain, terdapat kontroversi mengenai jangka waktu Hak Guna
Usaha dan Hak Guna Bangunan. Jangka waktu tersebut terbilang memiliki
selisih yang cukup panjang dengan yang ada pada Undang-Undang Pokok
Agraria (UUPA). Pasal 16A ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun
2023 tentang Ibu Kota Negara yang mengatur tentang jangka waktu Hak
Guna Usaha (HGU) yang menjadi 95 tahun untuk siklus pertama dan dapat
diberikan untuk siklus kedua dengan jangka waktu yang sama, sehingga
totalnya mencapai 190 tahun. Terkait Hak Guna Bangunan (HGB)
tercantum dalam Pasal 16A ayat (2) yang menyatakan bahwa jangka waktu
HGB 80 Tahun untuk siklus pertama dan dapat diberikan untuk siklus kedua
dengan jangka waktu yang sama, sehingga totalnya mencapai 160 Tahun.
Sebagaimana juga diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun
2023 Pasal 18, 19, dan20 tentang pemberian jangka waktu HGU dan HGB.
Hal ini menimbulkan kritik karena bertentangan dengan ketentuan yang ada
dalam Undang-Undang Agraria, yang hanya memperbolehkan HGU selama
35 tahun dan HGB selama 30 Tahun dengan perpanjangan terbatas.’

Kebijakan ini dapat berpotensi mengurangi prinsip terhadap
penguasaan tanah oleh negara, serta berpotensi dapat menimbulkan
kepemilikan sumber daya yang bersifat monopoli bebas.* Hal tersebut juga
menuai kritik dari berbagai kalangan,seperti Sekretaris Jendral (Sekjen)
KPA, Dewi Sartika menilai secara umum UU IKN yang disetujui DPR
menjadi UU memberi karpet merah kepada investor dan pengusaha di IKN.
Bentuknya tak sekedar memberikan keistimewaan (priviledges) untuk

mensponsori pembangunan IKN tapi juga untuk berbisnis dengan cara

Dalam Perspektif Hukum Progresif”’, Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum, Vol. 4:3, (2026),
him. 4294.

3 Ahmad Gelora Mahardika dan Rizky Saputra. “Problematika Yuridis Prosedural
Pemindahan Ibu Kota Negara Baru Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia”. (Jurnal Hukum dan
Perundangundangan), Vol. 2:1, (Maret) 2022, hlm.5.

4 Rini Maisari dan Ansharullah, “Konstitusionalitas Rencana Perpanjangan Hak Guna
Bangunan di Ibu Kota Nusantara,” Proceeding Legal Symposium, Vol.1:1, (Maret 2023), hlm. 57.



mengobral tanah dan hutan di Kalimantan Timur. Menurut Dewi
dikonfirmasi, Rabu (11/10/2023) “obral-obral tanah dan hutan alami di
Kalimantan Timur. Itulah misi terkuat revisi UU IKN (RUU IKN,-red)

sebagai cara menarik minat pemodal ">

Secara hukum, Indonesia memiliki sebuah perundang-undangan
khusus yang mengatur tentang pertanahan, yaitu Undang-Undang Nomor 5
Tahun 1960 tentang Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA). Tujuan dari
pembentukan undang-undang ini untuk mengakhiri peraturan-peraturan
pemerintah pada masa kolonial Belanda yang bersifat diskriminatif dan
merugikan rakyat Indonesia.® di dalam UUPA, HGU diberikan untuk waktu
paling lama 25 tahun. Bagi perusahaan yang memerlukan waktu lebih lama
dapat diberikan HGU maksimal 35 tahun. Untuk perpanjangan HGU paling
lama 25 tahun. Hal itu tertera dalam Pasal 28 sampai Pasal 34 UUPA.
Terkait HGB, UUPA juga sudah mengatur jangka waktu HGB paling lama
30 tahun dengan perpanjangan maksimal 20 tahun, tercantum dalam Pasal
35 sampai Pasal 40 UUPA. Dapat dilihat bahwa dalam UUPA tidak terdapat
ketentuan yang mengatur pemberian hak atas tanah dengan jangka waktu

yang mencapai hingga satu abad.

Namun, pengaturan mengenai hak atas tanah dalam UU IKN,
khususnya dalam Pasal 16A, menimbulkan polemik besar karena
memberikan jangka waktu yang sangat panjang bagi Hak Guna Usaha, yaitu
hingga 95 tahun untuk satu siklus dan dapat diberikan kembali untuk satu
siklus berikutnya, hingga totalnya mencapai 190 tahun. Pengaturan ini
menimbulkan kekhawatiran yang serius karena dianggap menyimpang dari

prinsip-prinsip dasar dalam UUPA dan berpotensi memunculkan konsep

> Ady Thea DA, “UU IKN Terbaru Dinilai Obral Tanah Melalui HGU Sampai 190

Tahun,”  https://www.hukumonline.com/berita/a/uu-ikn-terbaru-dinilai-obral-tanah-melalui-hgu-
sampail 90-tahun-1t65265117ald2a/?page=1, (akses 24 Mei 2026).

¢ Lailla Amelia Nurjanah, “Kepastian Hukum Bagi Petani Pasir Datar Di Atas Lahan
Hak Guna Bangunan Ditinjau dari Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021,” Juranl Hukum
dan Kewarganegaraan, Vol. 2:4, (2024), hIm.3.


https://www.hukumonline.com/berita/a/uu-ikn-terbaru-dinilai-obral-tanah-melalui-hgu-sampai190-tahun-lt65265117a1d2a/?page=1
https://www.hukumonline.com/berita/a/uu-ikn-terbaru-dinilai-obral-tanah-melalui-hgu-sampai190-tahun-lt65265117a1d2a/?page=1

hak menguasai negara sebagaimana diatur dalam Pasal 33 ayat (3) Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Permasalahan
tersebut kemudian diuji secara konstitusional di Mahkamah Konstitusi

melalui permohonan pengujian undang-undang.

Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 185/PUU-XXI1/2024,
Mahkamah menyatakan bahwa ketentuan mengenai pemberian hak atas
tanah dalam bentuk “satu siklus” yang dapat mencapai jangka waktu sangat
panjang adalah bertentangan dengan konstitsusi. Mahkamah menilai bahwa
pengaturan tersebut menimbulkan ambiguitas norma serta berpotensi
mengurangi kontrol negara terhadap tanah sebagai sumber daya strategi
yang vital. Mahkamah Konstitusi kemudian menegaskan bahwa pemberian
HGU harus tetap mengikuti mekanisme bertahap sebagaimana diatur dalam
UUPA dan peraturan turunannya, yaitu melalui pemberian hak selama 35
tahun, perpanjangan selama 25 tahun, dan pembaruan selama 35 tahun.
Total jangka waktu 95 tahun hanya dapat diperoleh apabila seluruh tahapan
tersebut terpenuhi berdasarkan evaluasi yang ketat, tidak diberikan sekaligus

di awal secara langsung.’

Sepemikiran dengan tujuan dan pokok UUPA yaitu untuk
meletakkan dasar hukum mengenai hak atas tanah oleh masyarakat,
pemerintah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota
Negara mengharmonisasikan beberapa klausal tentang hak atas tanah bagi
masyarakat adat, masyarakat Indonesia, dan warga negara asing yang ingin
berinvestasi maupun badan hukum Indonesia atau badan hukum asing.
Dalam pengharmonisasi antara UUPA dan UU IKN tentu melahirkan

kebijakan sektoral yang baru mengenai pengelolaan atas tanah khususnya

7 Wahyu Firmansyah dan Sri Wahyu Handayani, “Analisis Putusan Mahkamah
Konstitusi Nomor 185/Puu-Xxii/2024 Terhadap Pengaturan Hak Atas Tanah Di Ibu Kota Negara
Dalam Perspektif Hukum Progresif”, Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum, Vol. 4:3, (2026),
hlm. 4294-4295.



bagi tanah-tanah masyarakat dan adat di daerah Kalimantan. Untuk itu sifat
lex specialis derogat legi generalis dalam UU IKN semestinya dimaknai
sebagai  pengaturan yang melengkapi secara  khusus, bukan
mengesampingkan norma dasar agraria yang telah menjadi fondasi hukum

pertanahan nasional.®

Selain ditinjau dari perspektif hukum positif, persoalan tersebut juga
menarik untuk dikaji melalui perspektif maslahah mursalah. Dalam konsep
hukum Islam, maslahah mursalah merupakan pertimbangan kemaslahatan
umum yang tidak secara tegas diatur dalam nash, tetapi bertujuan
mewujudkan kemanfaatan dan mencegah kerusakan bagi masyarakat.
Perspektif ini penting digunakan untuk menilai apakah kebijakan
pengaturan pertanahan dalam UU IKN benar-benar memberikan
kemaslahatan bagi masyarakat luas atau justru menimbulkan dampak yang

merugikan kelompok tertentu.

Berdasarkan uraian permasalahan diatas, terlihat adanya persoalan
dalam pengaturan hak atas tanah, khususnya terkait jangka waktu HGU dan
HGB. Oleh karena itu, diperlukan kajian hukum normatif untuk
menganalisis penerapan asas lex specialis derogat legi generali terhadap
peraturan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2023 tentang Ibu Kota
Nusantara terhadap Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Undang-
Undang Pokok Agraria, serta meninjau implikasinya dalam perspektif
maslahah mursalah. Dengan demikian, penulis tertarik untuk melakukan
penelitian dengan judul: “HUBUNGAN UNDANG-UNDANG IBU
KOTA NUSANTARA TERHADAP UNDANG-UNDANG POKOK
AGRARIA DALAM PENGATURAN PERTANAHAN".

8 Ida Kurnia, dkk, “Penerapan Lex Specialis Derogat Legi Generali Dalam Harmonisasi
UU IKN Dan UU Agraria”, Jurnal Serina Abdimas, Vol. 3:1, (Februari 2025), hlm. 87.



B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka yang akan menjadi rumusan

masalah dalam penelitian sebagai berikut:

1.

Bagaimana hubungan pengaturan pertanahan dalam Undang-Undang

Ibu Kota Nusantara dan Undang-Undang Pokok Agraria?

Bagaimana penerapan Maslahah Mursalah dalam pengaturan hukum

Undang-Undang Ibu Kota Nusantara dengan Undang-Undang Pokok

Agraria?

C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian

Penelitian ini memiliki tujuan sebagai berikut:

1.

Tujuan Penelitian

a.

Untuk mengetahui hubungan pengaturan pertanahan dalam
Undang-Undang Ibu Kota Nusantara dan Undang-Undang Pokok
Agraria.

Untuk mengetahui penerapan Maslahah Mursalah dalam
pengaturan hukum Undang-Undang Ibu Kota Nusantara dengan

Undang-Undang Pokok Agraria.

Manfaat Penelitian

Dengan tercapainya tujuan penelitian di atas manfaat yang diharapkan

adalah sebagai berikut:

1.

Manfaat Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan
kontribusi pada pemahaman konsep Asas Lex Specialis Derogat
Legi Generali dalam menyelesaikan konflik antar peraturan
perundang-undangan, khususnya antara UU IKN dan UUPA serta
peraturan-peraturan hukum yang setingkat. Penelitian yang
mendalam terhadap kedudukan asas tersebut dapat memberikan
pemahaman yang lebih luas mengenai penyelesaian pertentangan
hukum, menjelaskan secara teoritis bagaimana suatu peraturan

baru mengesampingkan peraturan lama.



2. Manfaat Praktis

a. Bagi Pemerintah
Manfaat praktis bagi pemerintah dari penelitian ini adalah
memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai
dampak implementasi UU IKN terhadap peraturan terkait
pembatasan peralihan hak atas tanah, memungkinkan
pemerintah untuk merancang kebijakan tanah yang lebih
koheren dan sesuai dengan konteks hukum yang berlaku.

b. Bagi Masyarakat
Manfaat praktis bagi masyarakat adalah terciptanya kejelasan
dan kepastian hukum terkait hak atas tanah, yang akan
mempermudah  proses kepemilikan, penggunaan, dan
pengembangan properti. Ini dapat mendorong investasi dan
pembangunan yang berkelanjutan, memberikan manfaat

ekonomi dan sosial bagi masyarakat.

D. Telaah Pustaka

Telaah pustaka merupakan kajian terhadap hasil penelitian atau karya
kontemporer yang membahas subjek yang sama, baik skripsi, tesis atau
disertasi atau karya akademik lain merupakan hasil penelitian.” Dengan
telaah pustaka, penulis dapat melihat sejauh mana penelitian sebelumnya
membahas topik tersebut dan menemukan celaah atau kekurangan dalam

penelitian ini.

Pertama, artikel dari Fatimah Nurikhsani Rahman, Kotan Y.
Stefanus, Umbu Lily Pekuwali dalam jurnalnya yang berjudul

“Pemberlakuan Asas Lex Posterior Legi Priori UU IKN 2023 terhadap UU

% Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta.



Pokok Agararia 1960 ”.!° Dalam jurnal ini membahas bagaimana UU IKN
sebagai undang-undang baru mengesampingkan ketentuan yang lebih lama,
terutama yang berkaitan dengan penguasaan tanah untuk kepentingan
pembangunan IKN secara keseluruhan. Pemberlakuan asas ini dalam
konteks Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2023 tentang Ibu Kota Negara
yang berperan signifikan dalam menentukan validitas dan penerapan norma-
norma hukum yang berkaitan dengan pengaturan agraria, khususnya
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-
Pokok Agraria. Dengan ditebitkannya Undang-Undang Nomor 21 Tahun
2023, terdapat perubahan substansial dalam pengaturan kewenangan dan
penataan ruang Ibu Kota Nusantara, yang berkonflik dengan ketentuan-
ketentuan yang ada dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960.
Penelitian tersebut lebih menitikberatkan pada keberlakuan asas lex
specialis dalam penyelesaian konflik norma atau kedua undang-undang.
Adapun perbedaan dengan penelitian penyusun terletak pada fokus kajian.
Penelitian ini tidak hanya mengkaji penerapan asas lex specialis derogat
legi generali, tetapi juga menganalisis implikasi pengaturan tersebut

terhadap keadilan agraria melalui perspektif maslahah mursalah.

Kedua, skripsi yang berjudul “Ratio Pemberlakuan Asas Lex
Posterior Derogat Legi Priori Terkait Undang-Undang Nomor 21 Tahun
2023 Tentang Ibu Kota Negara Terhadap Undang-Undang Nomor 5 Tahun
1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agararia” karya Fatimah
Nurikhsan Rahman.!! Peneliti dalam skripsi tersebut menekankan bahwa

ratio legi (alasan legislatif) penerapan asas lex posterior derogat legi priori,

19 Fatimah Nurikhsan Rahman, Kotan Y. Stefun, Umbu Lily Pekuwali “Pemberlakuan
Asas Lex Posterior Legi Priori UU IKN 2023 terhadap UU Pokok Agararia 1960 Universitas
Nusa Cendana Kupang Indonesia.

' Fatimah Nurikhsan Rahman “Ratio Pemberlakuan Asas Lex Posterior Derogat Legi
Priori Terkait Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2023 Tentang Ibu Kota Negara Terhadap
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agararia”.
Universitas Nusa Cendana.



yang menghasilkan inovasi yang mempercepat pengadaan tanah,
mendorong investasi, dan mencegah konflik norma secara keseluruhan. Hal
ini juga memiliki dampak yang luas pada domain hukum, ekonomi, sosial,
dan lingkungan. Penelitian tersebut menekankan bahwa pengaturan baru
dalam UU IKN dimaksudkan untuk mempercepat pembangunan,
mendukung investasi, serta menghindari konflik norma dalam pelaksanaan
pembangunan ibu kota baru. Perbedaan penelitian ini dengan skripsi
penyusun terletak pada pendekatan analisis yang digunakan. Penelitian
penyusun lebih berfokus pada analisis konflik norma mengenai pengaturan
hak atas tanah, khususnya terkait HGU dan HGB, serta mengkaji penerapan
asas lex specialis derogat legi generali dari sudut pandang hukum islam

melalui teori maslahah mursalah.

Ketiga, artikel yang berjudul “Penerapan Lex Specialis Derogat
Legi Generali Dalam Harmonisasi UU IKN Dan UUPA Agraria” karya Ida
Kurnia, Louis Sebastian Anot Putra, dan Kasmita Andriani.'> Artikel ini
mengkaji harmonisasi antara UU IKN dan UUPA menggunakan Lex
Specialis Legi Generali dalam pengelolaan Sumber Daya Alam Indonesia
berdasarkan Pasal 33 Ayat (3) UUD 1945 dan Undang-Undang Pokok
Agraria (UUPA), serta dampaknya terhadap hak atas tanah masyarakat adat
dalam pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN). Fokus utama penelitian
tersebut adalah harmonisasi  peraturan perundang-undangan untuk
menciptakan kepastian hukum dalam pembangunan IKN. Berbeda dengan
penelitian tersebut, penelitian penyusun lebih berfokus pada konflik norma
berdasarkan asas lex specialis derogat legi generali. Selain itu, penelitian
ini juga menelaah dampak pengaturan tersebut terhadap perlindungan hak
masyarakat dan keadilan agraria dan menggunakan perspektif maslahah

mursalah.

12 Ida Kurnia, Louis Sebastian Anot Putra, dan Kasmita Andriani “Penerapan Lex
Specialis Derogat Legi Generali Dalam Harmonisasi UU IKN Dan UUPA Agraria”.
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Berdasarkan beberapa penelitian terdahulu tersebut, dapat diketahui

bahwa kajian mengenai UU IKN dan UUPA telah banyak dilakukan, baik

dari perspektif harmonisasi hukum, asas lex specialis, maupun aspek

ketatanegaraan. Namun, penelitian yang secara khusus membahas konflik

norma antara UU IKN dan UUPA menggunakan pendekatan asas lex

specialis derogat legi generali serta dianalisis melalui perspektif maslahah

mursalah masih belum banyak dilakukan. Oleh karena itu, penelitian ini

memiliki kebaruan (novelty) karena tidak hanya mengkaji keberlakuan asas

lex specialis legi generali, tetapi juga menilai sejauh mana pengaturan

tersebut mencerminkan kemaslahatan dan kedailan bagi masyarakat.

E. Kerangka Teoritik

1.

Teori Perundang-Undangan

Secara teoretik dalam khazanah ilmu hukum, terdapat beberapa
definisi istilah mengenai “perundang-undangan” atau kata “peraturan
perundang-undangan”, jika menggunakan bahasa baku yang merujuk
di dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 (UU No. 12 Tahun
2011) maka terminologi perundang-undangan lazim disebut juga
wetgeving, gesetgebung, ataupun legislation. Istilah perundang-
undangan (wetgeving, gesetgebung, legislation) dalam beberapa
kepustakaan memiliki dua pengertian yang berbeda, dalam kamus
umum yang berlaku, istilah /legislation dapat diartikan dengan
perundang-undangan dan pembuat undang-undang.'? Istilah wetgeving
diterjemahkan dengan pengertian membentuk undang-undang
keseluruhan daripada undang-undang negara.!* Sedangkan istilah

gesetgebung ditejemahkan dengan pengertian perundang-undangan.'®

13 Maria Farida Indrati Soeprapto, Ilmu Perundang-undangan, Yogyakarta: kanisius,

2007, hlm.3.

4 Ibid.

15 Ibid.



11

Bagir Manan menyatakan bahwa peraturan perundang-undangan
adalah keputusan tertulis negara atau pemerintah yang berisi petunjuk
atau pola tingkah laku yang bersifat mengikat secara umum. Attamimi
menambahkan bahwa peraturan negara dibentuk berdasarkan
kewenangan perundang-undangan, baik bersifat atribusi maupun

delegasi.'®

Teori perundang-undangan memberikan pemahaman yang
mendalam tentang bagaimana undang-undang dibuat, diterapkan, dan
diinterpretasikan dalam suatu sistem hukum. Pemahaman tentang
teori-teori ini penting bagi pembuat undang-undang, hakim, dan
seluruh elemen masyarakat yang terlibat dalam pelaksanaan hukum,
untuk memastikan bahwa hukum tidak hanya berlaku secara formal,

tetapi juga dapat menciptakan keadilan dan ketertiban di masyarakat.

Teori perundang-undangan juga digunakan sebagai dasar untuk
menganalisis hubungan antar peraturan perundang-undangan ketika
terjadi pertentangan dalam norma. Dalam sistem hukum Indonesia,
masalah konflik antara aturan hukum diselesaikan berdasarkan
beberapa prinsip yaitu, lex superior derogat legi inferiori, lex specialis
derogat legi generali, dan lex posterior derogat legi priori. Oleh
karena itu, teori ini menjadi dasar untuk menentukan prinsip yang
benar dalam menyelesaikan perbedaan aturan antara Undang-Undang
Nomor 21 Tahun 2023 tentang Ibu Kota Nusantara dan Undang-
Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok

Agraria.

2.  Asas Lex Specialis Derogat Legi Generali

16 Mahendra Kurniawan, Pedoman Naska Akademik PERDA Partisipatif (Yogyakarta:
Kreasi Total Media, 2007), him.5.
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Asas Lex Specialis Derogat Legi Generali (Hukum Khusus
mengesampingkan  hukum umum) adalah asas hukum yang
menyatakan bahwa peraturan yang lebih khusus mengesampingkan
peraturan yang lebih umum dalam hal terjadi pertentangan di antara
keduanya, sepanjang keduanya mengatur subjek yang sama dan
berada dalam hierarki yang setara. Asa ini merupakan salah satu

prinsip interpretasi hukum yang paling sering digunakan di Indonesia.

Asas Lex Specialis Derogat Legi Generali tidak dikenal oleh
praktisi hukum, namun dikenal dan berlaku dalam penegakan hukum
pidana untuk kepastian hukum. Menurut doktrin hukum pidana, asas
lex specialis derogat legi generali memiliki dua sifat, yaitu:

1. Suatu aturan khusus yang bersifat logis

2. Aturan khusus yang bersifat sistematis/yuridis

Kemudian, ada prinsip di dalam asas lex specialis derogat legi
generali, yaitu:

1. Ketentuan yang didapati dalam aturan hukum umum tetap
berlaku kecuali yang diatur khusus dalam aturan hukum khusus
tersebut

2. Ketentuan Lex Specialis harus sederajat dengan ketentuan Lex
Generalis

3. Ketentuan Lex Specialis harus berada dalam lingkungan hukum
yang sama dengan Lex Generalis. Contohnya, dalam penegakan
hukum korupsi, asas ini memiliki implikasi penting: UU Tipikor
sebagai lex specialis mengesampingkan KUHP sebagai /lex
generalis untuk delik-delik yang diatur di dalamnya. Demikian
pula, UU KPK sebagai lex specialis dalam kewenangan
pemberantasan korupsi mengesampingkan KUHAP dalam
beberapa aspek prosedural, seperti kewenangan penyadapan dan

penyitaan tanpa izin pengadilan.
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Di dasari asas Lex Specialis Derogat Legi Generali, aturan yang
bersifat umum bukan hanya milik validity sebagai hukum yang telah
ada aturan yang sifatnya itu khusus, aturan yang sifatnya khusus itu
merupakan hukum yang valid yang memiliki kekuatan berikat untuk

diterapkannya kepada peristiwa yang konkrit.

Teori ini digunakan untuk menganalisis apakah ketentuan dalam
UU IKN dapat mengesampingkan pengaturan dalam UUPA sebagai
undang-undang yang lebih dahulu, serta bagaimana implikasi
penerapan asas tersebut terhadap kepastian hukum dan keadilan

agraria.
3. Teori Maslahah Mursalah

Menurut bahasa, kata maslahah berasal dari Bahasa Arab dan telah
dibakukan ke dalam Bahasa Indonesia menjadi kata maslahah, yang
berarti mendatangkan kebaikan atau yang membawa kemanfaatan dan
menolak kerusakan.!” Menurut bahasa aslinya kata maslahah berasal
dari kata salahu, yaslahu, salahan, artinya sesuatu yang baik, patut,
dan bermanfaat.'® Sedangkan kata mursalah artinya terlepas bebas,
tidak terikat dengan dalil agama (al-Qur’an dan al-Hadits) yang

membolehkan atau yang melarangnya.

Menurut Abdul Wahab Khallaf, maslahah mursalah adalah
maslahah di mana syari’ tidak mensyari’atkan hukum untuk
mewujudkan maslahah, juga tidak terdapat dalail yang menunjukkan

atas pengakuannya atau pembatalannya.'’

17 Munawar Kholil, Kembali Kepada al-Quran dan as-Sunnah, Semarang: Bulan
Bintang, 1955, him.43.

8 Muhammad Yunus, Kamus Arab Indonesia, Jakarta: Yayasan Penyelenggaraan
Penerjemah dan Penafsir al-Qur’an, 1973, him. 219.

19 Abdullah Wahab Khallaf, Ilmu Ushulul Figh, terj. Noer Iskandar al-Bansany, Kaidah-
kaidah Hukum Islam, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, Cet-8, 2002, hlm.123.
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Sedangkan menurut Muhammad Abu Zahra, definisi maslahah
Mursalah adalah segala kemaslahatan yang sejalan dengan tujuan-
tujuan syari’ (dalam mensyari’atkan hukum Islam) dan kepadanya
tidak ada dalil khusus yang menunjukkan tentang diakuinya atau

tidaknya.?°

Teori maslahah mursalah digunakan dalam penelitian ini untuk
menilai apakah pengaturan pertanahan dalam UU IKN benar-benar
memberikan kemaslahatan bagi masyarakat luas atau justru
menimbulkan dampak negatif, seperti ketimpangan penguasaan tanah,
konflik agraria, dan berkurangnya perlindungan terhadap hak

masyarakat adat dan masyarakat lokal.

Melalui teori ini, penelitian tidak hanya berfokus pada
keberlakuan norma secara formal berdasarkan asas lex specialis
derogat legi generali, tetapi juga mempertimbangkan aspek keadilan
dan kemanfaatan hukum dalam penerapan kebijakan pertanahan di Ibu

Kota Nusantara.

F. Metode Penelitian

1.  Jenis Penelitian
Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kepustakaan (library
research) yaitu penelitian yang dilakukan dengan menggunakan
literatur (kepustakaan), berupa peraturan perundan-undangan, buku,

catatan, maupun laporan hasil penelitian dari penelitian terdahulu.

2.  Sifat Penelitian
Penelitian ini bersifat deskriptif-analitis. Deskriptif berarti peneliti
berupaya memaparkan secara menyeluruh, terhadap perbandingan

hukum antara Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2023 tentang

20 Muhammad Abu Zahrah, Ushul al-Figh, terj. Saefullah Ma’shum, et al., Ushul Figih,
Jakarta: Pustaka Firdaus, Cet. 9, 2005, him.424.



15

Perubahan atas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu

Kota Negara dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang

Undang-Undang Pokok Agraria. Analitis berarti peneliti melakukan

analisis terhadap kebijakan tersebut menggunakan pisau analisis teori

hierarki norma dan perspektif Maslahah Mursalah.

Pendekatan Penelitian

Penelitian menggunakan tiga jenis pendekatan perundang-undangan

(statute approach), pendekatan konseptual (conceptual approach),

dan pendekatan sejarah (history approach).

l.

Pendekatan Perundang-Undangan (statute approach)
Pendekatan perundang-undangan mengkaji pendekatan yang
menggunakan analisis ketentuan dalam Undang-Undang Nomor
21 Tahun 2023 tentang Ibu Kota Nusantara dan Undang-Undang
Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok
Agraria, serta peraturan pelaksanaannya yang terkait dengan
pengaturan hak atas tanah di Ibu Kota Nusantara. Analisis
tersebut untuk mengetahui adanya perbedaan aturan atau
kesesuaian dalam penyusunan peraturan perundang-undangan
berdasarkan tingkatan dan prinsip-prinsip pembentukan
peraturan.

Pendekatan Konseptual (conceptual approach)

Pendekatan konseptual mengkaji doktrin, teori, dan asas hukum
yang berkembang dalam literatur hukum. Pendekatan ini
digunakan untuk menganalisis konsep konflik norma (norm
conflict), asas lex posterior derogat legi priori, asas lex
specialis derogat legi generali, kepastian hukum, serta teori
harmonisasi peraturan perundang-undangan sebagai landasan
dalam penyelesaian konflik norma antara Undang-Undang

Nomor 21 Tahun 2023 tentang Ibu Kota Nusantara dan Undang-
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Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-
Pokok Agraria.
3. Pendekatan Sejarah (history approach)

Pendekatan sejarah mengkaji dalam latar belakang pembentukan
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar
Pokok-Pokok Agraria sebagai dasar hukum nasional di bidang
pertanahan, serta perkembangan kebijakan yang melatar
belakangi Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2023 tentang Ibu
Kota Nusantara. Pendekatan ini bertujuan memahami maksud
pembentuk undang-undang (original intent) dan perkembangan
peraturan hukum pertanahan sehingga dapat memberikan
analisis yang lebih komprehensif terhadap penerapan asas lex

specialis derogat legi generalis.

Sumber Data
Jenis bahan hukum yang akan digunakan dalam penelitian ini meliputi
bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.?! Adapun bahan-
bahan penulis pergunakan sebagai berikut:
1. Bahan Hukum Primer
Bahan hukum primer dalam penelitian terdiri dari dokumen-
dokumen resmi yang langsung terkait dengan peraturan hukum
dan kebijakan yang menjadi fokus utama. Yaitu bahan hukum
yang digunakan, meliputi:
a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
1945;
b. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan
atas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota

Nusantara;

2l Kornelius Benuf dan Muhammad Azhar, “Metodologi penelitian hukum sebagai

instrumen mengurai permasalahan hukum kontemporer,” Gema Keadilan Vol. 7:1, (2020):

hlm.25.
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c. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan
Dasar Pokok-Pokok Agraria;

d. Peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan
pengaturan pertanahan dan penyelenggaraan Ibu Kota

Nusantara.

2. Bahan Hukum Sekunder
Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang mendukung dan
memperkuat bahan hukum primer memberikan penjelasan
mengenai bahan hukum primer yang ada sehingga dapat
dilakukan analisa dan pemahaman yang lebih mendalam.??
Terutama buku-buku dan literatur yang berkaitan dengan hukum
yang berkembang pada saat ini. Khususnya yang berkaitan

dengan hak guna usaha dan hak guna bangunan.

3. Bahan Hukum Tersier
Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk
maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder,
seperti kamus bahasa Indonesia, ensiklopedia hukum, serta

referensi lainnya yang relevan.

5. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan metode studi kepustakaan (/ibrary
research). Studi kepustakaan merupakan teknik pengumpulan data
yang dilakukan dengan mempelajari, mengkaji, dan menganalisis
berbagai bahan hukum yang berkaitan dengan permasalahan
penelitian. Teknik ini digunakan karena penelitian tersebut
menggunakan penelitian hukum normatif yang menitikberatkan pada
kajian terhadap norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan

perundang-undangan, doktrin, serta literatur hukum lainnya.

22 Soerjono Suekanto, dan Sri Mamudi, penelitian hukum normative suatu tinjauan
singkat, Penerbit (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), hlm.23.
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6.  Analisis Data
Metode yang peneliti gunakan adalah metode pendekatan yuridis-
normatif dan historis. Sedangkan metode analisis yang digunakan
metode ananlisis kualitatif, yaitu dengan cara menganalisa data
menggunakan sumber informasi yang relevan, kemudian data yang
dikumpulkan dan disusun kemudian dianalisis dengan metode
deduktif. Yaitu cara berfikir yang didasarkan pada prinsip atau
gagasan yang sudah ada. Setelah data dikumpulkan lalu diteliti
menyangkut kejelasannya, konsisten, dan terkait dengan pokok
masalah. Kemudian, untuk menjawab masalah penelitian ini, suatu

kumpulan dari hal-hal umum ke khusus.

G. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan sangat penting dalam penelitian untuk memberikan
gambaran sistematis tentang materi bahasan yang akan dibahas dalam
penelitian. Dalam sistematis pembahasan penelitian ini terdiri dari lima (5)

bab, yang tersusun sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN akan memperkenalkan latar belakang
masalah, rumusan masalah, tujuan, dan kegunaan penelitian, serta
memberikan telaah pustaka yang relevan dan kerangka teoritis yang
digunakan. Metode penelitian yang akan digunakan juga akan dijelaskan

secara rinci.

BAB II LANDASAN TEORI bab ini akan berisi kajian peneliti
mengenai konsep atau teori yang digunakan sebagai alat analisis dalam
pembahasan penelitian, yang terdiri dari teori perundang-undangan, dan
Asas Lex Specialis Derogat Legi Generali. Selain itu, akan ditinjau juga
menggunakan teori maslahah mursalah dan relevansinya dalam konteks

yang sama.

BAB III TINJAUAN UMUM berisi uraian mengenai pengaturan
hak atas tanah dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang
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Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria dan Undang-Undang Nomor 21
Tahun 2023 tentang Ibu Kota Nusantara. Pada bab ini juga dijelaskan
bentuk-bentuk hak atas tanah yang diatur dalam kedua undang-undang,
persamaan dan perbedaannya, serta identifikasi konflik norma yang timbul,
khususnya mengenai pengaturan Hak Guna Usaha (HGU), Hak Guna
Bangunan (HGB), dan Hak Pakai sebagai dasar analisis pada bab
berikutnya.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN dalam bab
ini akan menjawab permasalahan dalam penelitian ini yaitu, pertama,
Bagaimana hubungan pengaturan pertanahan dalam Undang-Undang Ibu
Kota Nusantara dan Undang-Undang Pokok Agraria. Bagaimana penerapan
Maslahah Mursalah dalam pengaturan hukum Undang-Undang Ibu Kota
Nusantara dengan Undang-Undang Pokok Agraria. Yang kedua, Bagaimana
penerapan Maslahah Mursalah dalam pengaturan hukum Undang-Undang

Ibu Kota Nusantara dengan Undang-Undang Pokok Agraria.

BAB V PENUTUP pada bab penutup dan akhir ini penulis akan

memberikan kesimpulan dan saran sesuai hasil penelitian yang telah dikaji.



BAB YV
PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai hubungan
pengaturan pertanahan dalam Undang-Undang Ibu Kota Nusantara dengan
Undang-Undang Pokok Agraria serta ditinjau dari perspektif Maslahah

Mursalah, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Hubungan antara Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2023 tentang
Perubahan asa Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu
Kota Negara dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang
Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria pada dasarnya merupakan
hunungan antara peraturan yang bersifat khusus dengan peraturan
yang menjadi dasar hukum agraria nasional. UUPA tetap menjadi
landasan utama dalam pengaturan pertanahan nasional, sedangkan UU
IKN memberikan pengaturan khusus yang disesuaikan dengan
kebutukan pembangunan dan penyelenggaraan Ibu Kota Nusantara.
Hubungan pengaturan pertanahan dalam UU IKN dengan UUPA
merupakan hubungan antara peraturan khusus (lex specialis) dan
hukum agraria nasional sebagai dasar umum. UU IKN memberikan
pengaturan khusus mengenai HGU, HGB, dan Hak Pakai untuk
mendukung pembangunan IKN, namun aturan tersebut tetap harus
mematuhi prinsip dasar UUPA, fungsi sosial tanah, serta penguasaan
negara. Setelah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 185/PUU-
XX11/2024, pemberian, perpanjangan, dan pembaruan hak atas harus
dilakukan secara bertahap dan didasarkan pada evaluasi, sehingga
penguasaan tanah tidak terjadi secara berlebihan. UU IKN dapat
menjadi aturan khusus dalam pengaturan pertanahan di wilayah Ibu
Kota Nusantara, tetapi tidak boleh dimaknai mengesampingkan
prinsip dasar UUPA dan prinsip konstitusional mengenai fungsi sosial

tanah. Setelah adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor

86
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185/PUU-XXI11/2024, pemberian hak atas tanah harus dilakukan

secara bertahap dan melalui evaluasi.

2. Dilihat dari sudut pandang Maslahah Mursalah, pengaturan
pertanahan dalam UU IKN bertujuan untuk mewujudkan kebaikan,
terutama dalam mendukung pembangunan IKN, memberikan
kepastian hukum, mendorong masuknya investasi, serta mempercepat
pembangunan infrastruktur. Pengaturan hak atas tanah yang lebih
panjang dapat memberikan kepastian bagi investor untuk melakukan
perencanaan dan investasi jangka panjang. Namun, kemaslahatan
tersebut harus memberikan manfaat yang luas dan tidak hanya
menguntungkan kelompok tertentu. Pemberian hak atas tanah secara
jangka panjang bisa menyebabkan penguasaan tanah yang berlebihan,
terjadinya tumpang tindih, munculnya kesenjangan, serta mengurangi
akses masyarakat terhadap tanah. Hal ini tidak sesuai dengan prinsip
Maslahah Mursalah, terutama prinsip hifz al-mal. Oleh karena itu,
pengaturan pertanahan di IKN bisa memberi manfaat jika
pelaksanaanya tetap memastikan keseimbangan antara kepentingan
pembangunan dan investasi dengan perlindungan hak serta

kepentingan masyarakat.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, penulis memberikan

beberapa saran sebagai berikut:

1.  Pemerintah dan Otorita Ibu Kota Nusantara hendaknya dalam
melaksanakan pengaturan pertanahan di  IKN tetap harus
memperhatikan prinsip-prinsip dasar UUPA, khususnya fungsi sosial
tanah dan penguasaan negara, serta melaksanakan pemberian,
perpanjangan, dan pembaruan hak atas tanah sesuai dengan Putusan
Mahkamah Konstitusi Nomor 185/PUU-XXI1/2024 melalui evaluasi
yang ketat.
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Pengaturan pertanahan di IKN hendaknya tidak hanya berorientasi
pada kepastian investasi dan percepatan pembangunan, tetapi juga
memperhatikan kemaslahatan masyarakat secara luas. Oleh karena itu,
pemberian hak atas tanah perlu dilakukan secara adil agar tidak
menimbulkan penguasaan tanah secara berlebihan, mengurangi akses
masyarakat terhadap tanah, atau menimbulkan kesenjangan sosial,

sesuai dengan prinsip Maslahah Mursalah dan hifz al-mal.
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